
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) 
 
 

IMPLEMENTASI PEMEKARAN DESA DI DESA NANGA 
TEBIDAH KECAMATAN KAYAN HULU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPM ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Magister Administrasi Publik 

 
 

Disusun Oleh: 
 

DERHAMSYAH 
NIM. 015978262 

 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS TERBUKA 

JAKARTA 
2011 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40759.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LENOVO
Stamp



UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40759.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40759.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40759.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 

 i

ABSTRACT 
 
 

The Implementation of Village Expansion  
in Nanga Tebidah Village Kayan Hulu Subdistrict 

 
Derhamsyah 

 
Universitas Terbuka 

 
Derhamsyah_map_2009@yahoo.co.id 

 
Keywords:  Implementation, Village Expansion 
 

The implementation of village expansion that was carried out generally in 
Sintang regency, and especially in Nanga Tebidah village had referred to the local 
regulation of Sintang regency No. 11 year 2006 about the formation, abolition and 
merger of village. The aim, purpose and requisites of village formation had mostly 
completed when the proposal process of  village expansion. However, the resolution 
of village expansion team of Nanga Tebidah village/Dusun No. 1 year 2007 about the 
approval of Nanga Tebidah village/Dusun expansion proposal of Nanga Tebidah 
village/Dusun expansion team that determined the candidate of dusun head as a result 
from the expansion of Nanga Tebidah village/Dusun was not accordance with the 
regulation; the local regulation of Sintang regency No. 11 year 2006 about the 
formation, abolition and merger of village. The factors that influence the 
implementation of the local regulation of Sintang regency No. 11 year 2006 about the 
formation, abolition and merger of village in Nanga Tebidah village Kayan Hulu 
subdistrict based on the villagers’ participation shows that it was not optimal.  

Due to the research result, the implementation of village expansion is 
intended not to be determined before the candidate of the head of Dusun of expansion 
result. It is due to the determination process of the head of Dusun should be done 
after being issued the local regulation about the village expansion and stated the 
village regulation about the formation of Dusun in the expansion village. The factor 
that influences the public’s participation in the process of decision rule is intended to 
be able to be more optimal; therefore, the aspiration of village expansion really 
reflects the public’s need thoroughly and is not the sake of certain people. 
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ABSTRAK 

Implementasi Pemekaran Desa Di Desa Nanga Tebidah  
Kecamatan Kayan Hulu   

 
Derhamsyah 

Universitas Terbuka 

Derhamsyah_map_2009@yahoo.co.id 

 
Kata Kunci: Implementasi, Pemekaran Desa 
 

Pelaksanaan pemekaran Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang 
umumnya, serta di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu khususnya sudah 
mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 
Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa. Maksud, Tujuan Dan Syarat-
Syarat Pembentukan Desa sebagian besar sudah dilengkapi pada saat proses 
pengusulan pemekaran Desa. Hanya saja, Keputusan Tim Pemekaran Dusun/Desa 
Nanga Tebidah Nomor : 01 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Usulan Pemekaran 
Dusun/Desa Nanga Tebidah Tim Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah yang 
menetapkan Calon Kepala Dusun Hasil Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah tidak 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan 
Desa. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan 
Penggabungan Desa Di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu dilihat dari 
Partisipasi Masyarakat Desa belum begitu optimal.  

Memperhatikan hasil penelitian, disarankan proses implementasi pemekaran 
Desa diharapkan tidak ditetapkan terlebih dahulu Calon Kepala Dusun Hasil 
Pemekaran. Karena proses penetapan Kepala Dusun dilaksanakan setelah terbitnya 
Perda Tentang pemekaran Desa serta telah ditetapkannya peraturan Desa tentang 
pembentukan dusun di Desa pemekaran. Faktor yang mempengaruhi partisipasi 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan diharapkan dapat lebih 
dioptimalkan, sehingga aspirasi pemekaran Desa betul-betul merupakan cerminan 
kebutuhan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya kepentingan orang-orang 
tertentu saja. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritik 

1. Konsep Pengembangan Organisasi Pemerintah Desa 

Perubahan organisasi dan manajemen pemerintah Desa merupakan 

tuntutan global yang merupakan konsekuensi perubahan yang dibawa oleh arus 

globalisasi. Selain itu, masyarakat Desa telah meningkat pengetahuan dan 

keterampilannya yang pada akhirnya akan bermuara pada perlunya dilakukan 

restrukturisasi organisasi dan manajemen pemerintah Desa yang responsif 

terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan antisipatif terhadap kecenderungan-

kecenderungan global.  

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa, organisasi pemerintah Desa sebagai regulator dan fasilitator, 

semakin dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih 

cepat (faster)  lebih baik (better)  dan lebih murah (cheaper).  Struktur organisasi 

pemerintah Desa yang dibangun secara hearkhis fungsional yang digerakan oleh 

peraturan-peraturan yang kaku, seringkali tidak menciptakan iklim yang kondusip 

bagi peningkatan kinerja dalam pemberian pelayan prima kepada masyarakat.  

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah 

menempatkan Pemerintah Desa pada peran yang sangat strategis dalam 
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penyelenggaraan Pemerintah di Desa, karena Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa ini memberikan kewenangan otonomi kepada Desa 

dengan berdasarkan pada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya antara lain adalah karena 

pemerintah Desa dipandang lebih dekat dan secara langsung berhubunganan 

dengan masyarakat mengingat pemerintah Desa lebih mengetahui aspirasi serta 

kepentingan dari warga masyarakat yang ada di daerahnya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13  Tahun  2006 

Tentang  Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja  Pemerintah Desa 

dinyatakan Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari: (1) Kepala Desa dan 

(2) Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas: (1) 

Sekretaris Desa, dan (2) Perangkat Desa lainnya yaitu: Sekretariat Desa; 

pelaksana teknis lapangan; dan unsur kewilayahan. Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Adapun bagan susunan 

organisasi pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang 

Nomor 13  Tahun  2006 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa 
Sumber      : Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13  Tahun  2006 

Tentang  Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja  
Pemerintah Desa 

 
Menurut Schulze (dalam Sutarto, 1993:23-24) “organisasi adalah 

pengembangan dari orang-orang, benda-benda, alat dan perlengkapan ruang kerja 

dan segala sesuatu yang bertalian dengannya yang dihimpun dalam hubungan 

yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.  Jika dilihat dari 

definisi tersebut maka jelas bahwa administrasi dapat berjalan apabila benda-

benda di dalamnya dapat melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. 

Benda-benda dalam organisasi yang dimaksud  adalah dapat berfungsi apabila 

orang-orang di dalamnya dapat melakukan kegiatan kerjasama dan kegaiatan 

pengembangan suatu organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu 

KEPALA DESA BPD 

SEKRETARIAT DESA 

KEPALA URUSAN 

KEPALA DUSUN 
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kegiatan keorganisasian dengan pola tertentu dalam hubungan tertentu di antara 

bagian prosesnya. Pengembangan organisasi bukan hanya perubahan 

keorganisasian yang direncanakan saja. Pandangan pengembangan organisasi 

pada saat ini dapat diartikan sebagai popularitas perubahan dalam mengukur 

prestasi yang optimal baik dari segi efisiensi dan efektifitas merupakan 

pengembangan dari suatu organisasi yang terstruktur.  

Untuk bekerja secara efektif manajer harus dengan jelas mengetahui 

struktur organisasi. Dalam hal ini struktur organisasi dapat menjadi lebih 

kompleks. Apabila perubahan dapat diimplementasikan dengan benar, individu 

dan kelompok akan memberikan kinerja yang lebih efektif. 

Dalam suatu organisasi para staf memiliki fungsi yang berkaitan dengan 

bidang kerja yang sama dan merupakan suatu kesatuan/ unit kerja. Efisiensi arus 

kerja tergantung dari keberhasilan memadukan kesatuan-kesatuan kerja/ unit-unit 

kerja yang terencana dalam suatu organisasi. Pembagian kerja dan kombinasi 

tugas seyogyanya mengarahkan pada strukur  bidang satuan-satuannya. Struktur 

organisasi juga mengatur antar- hubungan bagian-bagian dari komponen dan 

posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi memfokuskan pembagian kerja 

secara spesifik  dan mewujudkan bagaimana fungsi-fungsi ataupun kegiatan-

kegiatan saling terkait, dalam beberapa hal juga menunjukkan tingkat-tingkat 

spesialisasi dari kegiatan kerja. Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan 

kewenangan dan menunjukkan pula tata hubungan. Struktur organisasi juga 
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merupakan suatu susunan formal dan mekanisme-mekanisme yang mana 

organisasi itu dikelola.  

Organisasi menunjukkan kerangka dan susunan sebagai perwujudan 

hubungan-hubungan antar komponen-komponen pembagian, fungsi-fungsi 

kegiatan dan posisi-posisi yang menunjukkan tingkat spesialisasi kegiatan kerja. 

Struktur organisasi yang dibentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Struktur 

organisasi yang baik harus memenuhi syarat-syarat sehat dan efisien. Struktur 

organisasi yang sehat dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur 

organisasi efisien dalam menjalankan perananya tersebut masing-masing satuan 

organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Agar 

dapat diperoleh suatu organisasi yang sehat dan efisien pada waktu membentuk 

harus memperhatikan azas-azas organisasi.  

Menurut Gibson (1997:8) “azas-azas organisasi dapat berperan pada 2 

(dua) macam yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk membentuk struktur 

organisasi yang sehat dan efisien dalam peranannya, sedangkan yang kedua 

sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi supaya dapat berjalan 

lancar”. Dengan demikian organisasi sebagai pedoman yang sejauh mungkin 

hendaknya dilaksanakan agar diperoleh suatu struktur organisasi yang baik dan 

aktifitas organisasi dapat berjalan dengan lancar.  

Dengan adanya struktur dan perlindungan, satuan-satuan kerja akan 

melahirkan bentuk-bentuk organisasi. Menurut Sutarto (1993:5) bentuk-bentuk 
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organisasi dapat dibedakan sebagai berikut: ”(1) Bentuk organisasi lini, (2) 

Bentuk organisasi fungsional, (3) Bentuk organisasi lini dan staf, (4) Bentuk 

organisasi komisaris, dan (5) Bentuk organisasi matriks”.  Sedangkan menurut 

Hasibuan (1996:63) “organisasi dapat dibedakan sebagai berikut : “(1) Organisasi 

lini dan staf, (2) Organisasi lini dan staf, (3) Organisasi fungsional, (4) Organisasi 

lini, fungsional dan staf, serta (5) Organisasi komite”. 

Adapun ciri-ciri organisasi lini menurut Fayol (dalam Gibson, 1997:33) 

adalah sebagai berikut : 

a.    Organisasi masih kecil. 
b. Jumlah karyawan masih sedikit. 
c.    Pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi. 
d. Hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan pada umumnya 

bersifat langsung. 
e.    Tingkat spesialisasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas pokok dan 

fungsi organisasi masih rendah. 
f.    Saling mengenal. 
g. Tujuan yang dicapai masih relatif sederhana. 
h. Susunan organisasi tidak rumit. 
i.    Alat yang dibutuhkan masih sederhana. 

 
Konsep keefektifan suatu organisasi tidak terlepas dari suatu siklus yang 

mencerminkan suatu makna, proses dan keluaran. Konsep itu harus 

mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungan 

sekelilingnya. Dengan demikian menurut Gibson (1995:32) “keefektifan 

organisasi adalah seluruh konsep yang menyeluruh yang mencakup seluruh 

konsep komponen”. Dalam suatu organisasi apabila dapat berjalan dengan efektif, 

maka ciri-ciri organisasi yang baik menurut Hasibuan (1996:31) antara lain : 
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a.   Tujuan organisasi itu jelas dan realistis. 
b. pembagian kerja dan hubungan kerja antara unit-unit, sub sistem-sub 

sistem atau bagian-bagian harus baik dan jelas. 
c.   Organisasi harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai 

tujuan. 
d. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan. 
e.    Unit-unit kerjanya ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan 

pekerjaan. 
f.    Kedudukan setiap jabatan harus jelas dan tidak ada tumpang tindih 

pekerjaan. 
g. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan 

tidak boleh terlalu banyak. 
h. Sumber perintah dan tanggung jawab  harus jelas melalui jarak yang 

terpendek. 
i.   Jenis wewenang yang dimiliki setiap pejabat harus jelas. 
j.   Mis manajemen penempatan karyawan tidak ada. 
k. Hubungan antara bagian dengan baian lainnya jelas dan serasi. 
l.    Pendelegasian wewenang harus berdasarkan job diskripsi karyawan. 
m. Deferensiasi, ordinasi, integrasi dan singkronisasi harus baik. 
n. Organisasi harus luwes dan fleksibel. 
o. Organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga. 
 

Keefektifan suatu organisasi merupakan kumpulan dari individu dan 

kelompok  sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya merupakan fungsi dari 

keefektifan dari individu dan kelompok, yang artinya bahwa organisasi dapat 

memperoleh tingkat prestasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah prestasi 

masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Yang paling mendasar dalam 

tingkat keefektifan adalah keefektifan individual yang menekankan pada 

pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi. Tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan merupakan bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi 

menafsir secara rutin tentang keefektifan individu melalui proses evaluasi  
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Sesuatu yang harus dipertimbangkan  dalam kelompok tersebut yaitu 

keefektifan kelompok. Model keefektifan organisasi berdasarkan dimensi waktu 

memungkinkan kita memahami pekerjaan manajer dalam organisasi. Tugas dasar 

manajer yaitu mengidentifikasikan dan mempengaruhi sebab-sebab keefektifan 

individu, kelompok dan organisasi dalam jangka pendek, menengah dan panjang.  

Menurut Hasibuan (1996:1) “model dimensi waktu tingkat keefektifan secara 

tegas dinyatakan dalam ukuran waktu : 

1. Jangka pendek: kriteria untuk menunjukkan hasil tindakan yang 
mencakup waktu satu tahun atau lebih. 

2. Jangka menengah:kriteria yang diterapkan apabila menilai keefektifan 
seseorang, kelompok atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih 
lama minimal 5 tahun. 

3. Jangka panjang:kriteria untuk menilai waktu yang akan datang yang 
tidak terbatas. 

 
Apabila jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengukur keefektifan 

organisasi, maka organisasi dapat mempengaruhi kinerja penggerak organisasi 

atau prestasi. Efektifitas bagi sebagian besar organisasi merupakan urusan yang 

memaksimumkan tujuan dan memaksimalkan pencapaian tujuan. Pendapat 

Hasibuan ini hampir sama dengan Gibson yang menyatakan bahwa model dimensi 

waktu juga dapat sebagai ukuran kriteria keefektifan.  Selain itu dalam mengukur 

keefektifan, ada 5 (lima) kriteria keefektifan menurut Gibson (1995:36) yaitu : 

a.   Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan 
jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Konsep ini 
meniadakan setiap pertimbangan efisiensi. Ukuruan produksi mencakup 
keuntungan, penjualan, pangsa pasar. 
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b. Efisiensi, didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap 
masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus 
keseluruhan dari masukan - proses  - keluaran, dengan menekankan pada 
elemen masukan dan proses. 

c.    Kepuasan, ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar 
diperhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat pagi para 
pesertanya, termasuk para pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral 
adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi 
memenuhi kebutuhan karyawannya. Dalam hal ini kita menggunakan 
kepuasan untuk menunjukkan kriteria ini. 

d. Kedaptasian, ialah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar 
tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Keadaptasian dalam 
hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya 
perubahan dalam lingkungan, termasuk dalam tubuh organisasi itu 
sendiri. 

e.   Pengembangan, kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk 
meningkatkan kapasitas yang meghadapai  tuntutan lingkungan. Suatau 
organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar 
kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya.  

 

Keefektifan suatu organisasi yang efesien  tidak dapat terlepas dari 

prilaku organisasi dalam menjalankan peranannya. Menurut Gibson (1995:7) 

prilaku organisasi dapat dibedakan sebagai berikut : 

1. Prilaku organisasi adalah cara berfikir, prilaku berada pada tingkat 
individu, kelompok dan tingkat organisasi. 

2.  Prilaku organisasi adalah mesti disiplin, yang menggunakan prisip, 
model, teori, dan metode-metode disiplin lainnya. 

3. Terdapat suatu orientasi kemanusiaan yang jelas dalam prlikau 
organisasi. 

4. Prilaku organisasi berorientasi pada kinerja. 
5. Lingkungan eksternal terlihat memberikan dampak signifikan terhadap 

prilaku organisasi. 
6. Karena bidang prilaku organisasi sangat tergantung dari disiplin yang 

dikenal, metode ilmiah menjadi penting dalam mempelajari variabel dan 
keterkaitan. 
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Gitosudarmo dan Sudita (2000:274) menyatakan “Organisasi yang 

menggunakan rentang kendali yang luas, akan memiliki sedikit tingkat hirarkhi, 

karena banyak orang berada di bawah seorang supervisi atau atasan. Akibatnya 

akan terbentuk struktur organisasi yang datar (flate)”. Sedangkan rentang kendali 

yang sempit, masing-masing manajer hanya membawahi beberapa bawahan saja. 

Akibatnya, akan terbentuk struktur organisasi yang tinggi.  

Rentang pengendalian yang sempit, dengan hanya dua bawahan tiap 

manajer, menghasilkan struktur organisasi yang tinggi dengan lima tingkatan 

hirarkhi. Akan tetapi rentang kendali lima menghasilkan suatu struktur organisasi 

datar dengan tiga tingkatan hirarkhi. 

Struktur organisasi yang tinggi dengan rentang kendali yang sempit 

memungkinkan pengendalian dan kontak pribadi yang lebih dekat antara manajer 

dengan bawahan. Akan tetapi risikonya rentang kendali yang sempit adalah bahwa 

manajer hanya mengenal dengan baik beberapa orang bawahan saja. Akibatnya, 

struktur organisasi yang tinggi menghalangi komunikasi antarpribadi yang lebih 

luas dalam organisasi. 

 
2. Konsep Implementasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan 

dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam 

prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40759.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 22

masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu 

kebijakan. Dalam aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagai faktor, 

baik suprastruktur  maupun infrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam 

tatanan implementasi kebijakan. 

Menurut Jones (1991:296) implementasi adalah “suatu kegiatan yang 

dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program”. Kegiatan untuk 

mengoperasikan ini menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, (1997:65) 

berisi “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-

pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna 

mencapai tujuan yang diinginkan”. Keberadaan implementasi kebijakan pada 

dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan 

dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan 

oleh Pressman dan Wildavsky dalam Jones (1991:295) bahwa 

“implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-

hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan 

tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai”.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa implementasi merupakan 

suatu proses yang dinamis,dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas 

atau kegiatan,sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Karena itu implementasi 

kebijakan publik diartikan sebagai pelaksanaan suatu tindakan sehingga 
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menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Implementasi kebijakan publik pada 

dasarnya melibatkan berbagai pihak meskipun dengan persepsi dan kepentingan 

yang berbeda ,bahkan sering terjadi pertentangan kepentingan antar berbagai 

lembaga atau antar pihak yang terlibat.”. 

Definisi kebijakan oleh Friedrich (1963:79) bahwa kebijakan adalah 

serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. 

Sementara itu, menurut Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas 

definisi kebijakan publik dalam bukunya Public Policy Making, dikatakan bahwa 

kebijakan publik adalah ”serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor 

yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu yang diperhatikan. 

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya Implementation and Public 

Policy (1983:61) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah ”pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar,  biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat 

pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting 

atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan 
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atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau 

mengatur proses implementasinya. 

            Definisi di atas tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut minimal 3 hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) 

adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan. 

Menurut Thamrin (1997:59) dalam proses implementasi kebijakan 

masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin di jawab adalah: (1) 

Bagaimana kebijakan diimplementasikan ?, (2) Siapa saja yang dilibatkan dalam 

proses implementasi tersebut ?, (3) Bagaimana interaksi  antara orang-orang atau 

kelompok-kelompok yang terlibat dalam penerapan kebijakan itu ?, (4) Siapa 

secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa secara 

formal lebih berkuasa ?, (5) Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta 

agensi lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan program ?, (6) Bagaimana cara 

atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan?, (7) Bagaimana 

tanggapan target group terhadap kebijakan yang dilaksanakan ? 

 Pendapat di atas, dapat diketahui bahwa dalam Implementasi Kebijakan 

Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, diperlukan 

sosialisasi  untuk menjawab masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut: (1) Bagaimana kebijakan Pemekaran Desa diimplementasikan ?, (2) Siapa 

saja yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan Pemekaran Desa 

tersebut ?, (3) Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok 
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yang terlibat dalam penerapan kebijakan Pemekaran Desa?, (4) Siapa secara 

formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa secara formal lebih 

berkuasa dalam pelaksanaan kebijakan Pemekaran Desa?, (5) Bagaimana cara 

kerja birokrasi pusat dan daerah serta agensi lain yang terlibat dalam proses 

pelaksanaan kebijakan Pemekaran Desa?, (6) Bagaimana cara atasan melakukan 

pengawasan dan mengkoordinasikan kebijakan Pemekaran Desa?, (7) Bagaimana 

tanggapan target group terhadap kebijakan kebijakan Pemekaran Desa yang 

dilaksanakan. 

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan yang dikutip dari pendapat 

para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan kebijakan publik 

adalah penting untuk melihat siapakah aktor-aktor yang terlibat didalam proses 

perumusan kebijakan tersebut. Setelah masalah-masalah publik diidentifikasikan 

,maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kebijakan publik harus dirumuskan. 

Dalam tahap seperti ini maka mengetahui siapa yang terlibat dalam perumusan 

kebijakan publik merupakan sesuatu yang esensial. Hal ini karena siapa aktor 

yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik akan menentukan seperti apakah 

kebijakan publik tersebut akan dirumuskan  Bagaimana masalah publik 

diidentifikasikan akan sangat bergantung pada siapa yang merumuskan kebijakan 

tersebut dan pada akhirnya,akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut 

dirumuskan. Sementara itu ,aktor-aktor yang terlibat didalam perumusan 

kebijakan dapat dibedakan menjadi aktor-aktor resmi dan aktor-aktor tidak resmi. 
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Aktor –aktor resmi meliputi: Presiden (Eksekutif ),Legislatif,Yudikatif,dan Agen-

agen pemerintah. Mereka dikatakan resmi karena mempunyai kekuasaan yang 

secara sah diakui olehkonstitusi dan mengikat. Sebaliknya,aktor-aktor yang 

dikatakan tidak resmi karena tidak mempunyai wewenang yang sah,seperti 

misalnya partai-partai politik,warganegara individu dan kelompok-kelompok 

kepentingan.  

Sesuai dengan teori atau konsep implementasi kebijakan yang dikutip 

diatas  bahwa implementasi kebijakan pemekaran desa di Kabupaten Sintang 

(Studi Kasus di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu) adalah merupakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh banyak pihak, yaitu individu masyarakat, 

kelompok masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan Desa, 

pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan Kabupaten sampai pemerintahan 

pusat 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan 

             Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan 

atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika 

kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Oleh karena itu untuk dapat 

mengetahui apakah tujuan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat 

tercapai atau tidak ,maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan 

yang sangat penting dalam proses kebijakan. Dalam proses kebijakan tidak selalu 
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berjalan mulus,banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan. 

             Menurut Cheema dan Rendonelli ( 1983 : 27 ) faktor yang mempengaruhi 

kebijakan adalah : 

Faktor pertama yaitu Kondisi Lingkungan,dikatakan bahwa kebijakan timbul dari 

sosio-ekonomi dan lingkungan politik yang spesipik dan kompleks yang 

bentuknya tidak hanya substansi kebijakan tetapi juga bentuk hubungan inter 

organisasi dan karakteristik implementor,demikian juga sejumlah determinasi dan 

tipe sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi kebijakan. 

Faktor kedua yaitu Faktor hubungan inter organisasi. Lebih lanjut Cheema dan 

Rondonelli ( 1983 : 29 ) menegaskan bahwa efektifitas dari hubungan enter 

organisai dalam kebijakan tergantung pada : (1) Kejelasan dan kosistensi sasaran 

kebijakan dan pemahaman implementor dalam mencapai tujuan ; (2) Ketetapan 

alokasi dan fungsi implementor berdasarkan kapasitas dan sumberdaya yang 

dimilikinya ; (3) Penguasaan yang terstandar sehingga memungkinkan sedikitnya 

komplik yang terjadi dalam membuat program dan mengatasinya dengan 

koordinasi ; (4) Ketepatan,konsistensi,dan kwalitas komunikasi inter-organisasi 

yang memungkinkan anggotanya memahami peraturan dan kewajiban organisasi ;  

(5) Efektifitas hubungan antar unit administrasi sehingga meningkatkan interaksi 

antara organisasi dengan kegiatan organisasi dibawahnya. 
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Faktor ketiga yaitu Faktor sumber daya untuk kebijakan dan implementasi 

program. 

Faktor keempat yaitu,Faktor karakteristik implementor yang menentukan 

determinasi suksesnya pelaksanaan kebijakan 

            Sementara itu menurut Edward III (1980 : 10 ) implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat faktor,yaitu (1).Comunication (komunikasi). Komunikasi 

memegang peranan penting  dalam implementasi kebijakan. Dalam    komunikasi 

terdapat unsur-unsur esensial dalam implementasi kebijakan. Edward III 

menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi,yaitu :  transmisi 

(transmission), kejelasan (clarity), konsistensi (consistensy), (2) resources 

(sumber daya ). Sumber daya pada implementasi kebijakan merupakan bagian 

penting. Jika implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif,maka 

implementor  tidak hanya harus mengetahui apa yang diperbuat dan mempunyai 

kapasitas untuk melakukan hal tersebut,tetapi mereka juga harus berhasrat untuk 

membawa implementasi itu ketataran praktis. (3) dispositions or attitudes 

(disposisi atau sikap ). Edward III (1980 : 53 ),menjelaskan,bahwa disposisi dalam 

implementasi kebijakan diartikan sebagai kecendrungan ,keinginan atau 

kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. (4).bureaucratic 

stuctur (struktur birokrasi ) . Menurut Edward III ( 1980 : 142 ) terdapat dua 

karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja 

standar(SOP) dan fragmentas. 
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            Sesuai dengan pendapat para ahli diatas dapat ditarik benang merah 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan 

adalah : 

1.  Isi atau content kebijakan tersebut.Kebijakan yang baik dari sisi contens  

setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : jelas,tidak 

distorsif,didukung oleh dasar tiori yang teruji,mudah dikomunikasikan ke 

kelompok target,didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial 

yang baik. 

2. Implementor dan kelompok target pelaksana implementasi kebijakan 

tergantung pada badan pelaksana kebijakan ( Implementor ) dan kelompok 

target (target groups). Implementor harus mempunyai 

kapabilitas,kompetensi,komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah 

kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers),selain 

itu kelompok target yang terdidik dan relatif  homogen akan lebih mudah 

menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup,tradisional dan 

heterogen,lebih lanjut kelompok target yang merupakan bagian besar dari 

populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan. 

3.  Lingkungan keadaan sosial-ekonomi,politik,dukungan publik maupun kultur 

populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi 

keberhasilan kebijakan. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju 

,sistem politik yang stabil dan demokratis ,dukungan baik dari konsituen 
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maupun elit penguasa,dan budaya keseharian masyarat yang mendukung akan 

mempermudah implementasi sebuah kebijakan . 

           Berdasarkan pendapat ahli diatas disimpulkan,bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu kinerja dan dampak kebijakan 

menjadi ukuran keberhasilan suatu kebijakan,kondisi tersebut mengisyaratkan 

pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan,memobilisasi sumber daya dan 

implementasi,memberikan efek pada produktifitas ,pemasukan,partisipasi rakyat 

dan akses pada fasilitas pemerintah pusat,provinsi,maupun kabupaten. Kinerja dan 

hasil kebijakan pemekaran desa antara lain bertujuan untuk mengukur sejauh 

mana keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya,memobilisasi 

sumberdaya manusia,bagaimana efek pemekaran desa terhadap produktivitas dan 

income  pemerintah serta bagaimana partisifasi masyarakat,dan bagaimana akses 

masyarakat terhadap fasilitas pemerintah.  

4. Konsep Pemekaran Wilayah 

Untuk memperoleh batasan tentang implementasi kebijakan Pemekaran 

Daerah perlu diketahui beberapa pengertian tentang implementasi Kebijakan 

Publik, antara lain Grindle (1980) ilmuwan dari Harvard University menyatakan 

bahwa : Implementasi Kebijakan Publik sesungguhnya bukanlah sekedar 

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke 

dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40759.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 31

dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh 

apa dari suatu kebijakan. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah adalah 

aktifitas-aktifitas praktis yang dilakukan secara sistematis untuk menerapkan 

keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka 

Pembentukan Daerah atau suatu daerah tertentu dengan proses Pemekaran 

Daerah. 

Menurut Sutami (1997) batasan mengenai Ilmu wilayah diartikan sebagai 

berikut : Ilmu Wilayah adalah suatu ilmu yang mempelajari wilayah terutama 

sebagai suatu sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan 

interpendensi antara subsistem utama, ekosistem dengan sub sistem utama sosial 

sistem, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu 

kesatuan wilayah guna pengembangan termasuk penjagaan kelestarian wilayah 

tersebut. 

Lebih lanjut beberapa ahli mendefinisikan wilayah sangat berbeda satu 

sama lain karena kepentingan dan latar belakang yang berbeda pula. Sebagaimana 

dikutip oleh Sabari (2000) dari beberapa pakar berikut ini : misalkan saja 

T.J.Wofter yang mengatakan bahwa suatu wilayah adalah daerah tertentu yang di 

dalamnya tercipta homogenitas struktur dan sosial sebagai perwujudan kombinasi 

antara faktor-faktor lingkungan dan demografi. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40759.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 32

Menurut R.S. Platt, suatu wilayah adalah daerah tertentu yang 

keberadaannya dikenal berdasarkan homogenitas umum baik atas dasar karakter 

lahan maupun huniannya. 

Sementara menurut Taylor yang melihat wilayah dari penampakan 

karakteristik memberikan batasan wilayah yaitu sebagai suatu daerah tertentu di 

permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar 

kemampuan karakteristik atau properti yang menyatu. 

Adapun pengertian wilayah menurut Undang-Undang Tata Ruang nomor : 

24 tahun 1992, Wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait,padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administrastratif dan atau aspek fungsional. 

Menurut Glasson (1974) dalam Tarigan (2005) bahwa wilayah dapat 

dibedakan berdasarkan cara pandang terkait dengan kondisinya atau berdasarkan 

fungsinya, yaitu : 

a. Wilayah Subjektif, yakni wilayah merupakan alat untuk mengidentifikasikan 

suatu lokasi yang berdasarkan kretaria tertentu atau tujuan tertentu. 

b. Wilayah Objektif, maksudnya wilayah itu benar-benar  ada dan dapat 

dibedakan dari ciri-ciri / gejala alam setiap wilayah. 

Blair (1991) dalam Nugroho dkk (2003) menyebutkan bahwa dalam 

menganalisis wilayah dikenal tiga tipe,yaitu : (1) Wilayah Fungsional,adanya 

saling berinteraksi antar komponen-komponen didalam dan diluar wilayahnya 
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,wujud wilayah sering dinamakan wiyah modal yang didasari susunan (sistem ) 

yang berhirarki dari suatu hubungan diantara simpul-simpul perdagangan; (2) 

Wilayah Homogen,maksudnya adanya relatif kemiripan dalam wilayah; (3) 

Wilayah administratif, maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan 

wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain. 

 Konsep pengembangan wilayah adalah dimaksudkan untuk memperkecil 

kesejangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks Nasional 

adanya kesejangan pembangunan antar wilayah menyebabkan tidak tercapainya 

tujuan pembangunan Nasional secara keseluruhan. 

Menurut Poernomosidi (1979), bahwa pengembangan wilayah 

dimungkinkan karena adanya modal yang tertumpu pada pengembangan Sumber 

daya Manusia dan Sumber daya Alam , berlangsung secara kontinyu sehingga 

menimbulkan arus barang. Arus barang sebagai salah satu gejala ekonomi 

merupakan wujud fisik perdagangan antar daerah,antar pulau dan antar Negara. 

Sementara itu Parr (1999) menyebutkan ada beberapa konsep 

pengembangan wilayah, yaitu : (1) Membangkitkan kembali daerah terkebelakang 

(Depressed Area), sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat 

pengangguran,pendapatan perkapita rendah,rendahnya tingkat kesejahteraan 

penduduk, dan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada (2) 

Mendorong Dekonsentrasi wilayah,konsep ini untuk menekan tingkat konsentrasi 

wilayah dan bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat,terutama pada 
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beberapa bagian dari wilayah Non-Metropolitan yang berarti untuk menekan 

perannya terlalu besar. (3) Memodifikasi sistem kota-kota merupakan sebagai 

pengontrol Urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan,yaitu dengan adanya 

penganturan sistem perkotaan telah memiliki hirarki yang terstruktur dengan baik 

dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk kekota besar; (4) 

Pencapaian terhadap keseimbangan  wilayah ,hal ini muncul dikarenakan akibat 

kurang memuasnya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan 

pertimbangan tingkat kesejahteraan,serta yang berhubungan dengan belum 

dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah. 

Konsep pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya 

meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi 

pengembangan wilayah,calon wilayah baru yang akan dibentuk perlu memiliki 

basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu 

diupayakan agar tidak muncul terjadi disparitas yang mencolok pada masa datang. 

Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik 

baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang 

publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat ada merasa 

diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat 

pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah (P4N,UGM,1997). 

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat 
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pelayanan,kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi 

daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan 

pusat. Pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan 

sumberdaya secara berkelanjutan ,meningkatkan keserasian perkembangan antar 

wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan 

dapan meningkatkan kualitas hidup (PP No.129 Tahun 2000).   

5. Proses Implementasi Pemekaran Desa 

a. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa. 

Salah satu faktor penting dalam pembentukan Desa adalah kejelasan 

mengenai maksud, tujuan dan syarat-syarat pembentukan Desa. Keseluruhan 

aspek tersebut tercakup dalam perencanaan pembangunan Desa yang 

bersangkutan. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya pada Pasal 63 dinyatakan bahwa dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun Perencanaan Pembangunan 

Desa sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa tersebut disusun secara 

parstisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya. 

Selanjutnya pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa dinyatakan Perecanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka 

meliputi: “(1) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-
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Desa) merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan 

(3) RPJM ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam 

Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah”. Untuk menyusun 

Perencanaan Pembangunan Desa harus didasarkan pada data dan informasi yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

mencakup: “penyelenggaraan Pemerintahan Desa; organisasi dan tata laksana 

Pemerintahan Desa; keuangan Desa; profil Desa; serta informasi lain terkait 

dengan penyelengggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat”. 

Menurut Lawton dan Rose dalam Bratakusumah (2004:1) “perencanaan 

dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan 

asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argumen logis ke dalam 

penerapan kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan”. Dalam 

Kamus Managemen karangan Moekijat dalam Tarigan (2004:4) perumusan arti 

perencanaan adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan adalah hal memilih dan 

menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan 

mengenai masa depan yang akan datang dalam hal menggambarkan dan 

merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk 

mencapai hasil yang diinginkan, (2) Perencanaan adalah suatu usaha untuk 

membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa 

yang melakukan dan dimana hal itu dilakukan, (3) Perencanaan adalah penentuan 
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suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan, (4) Perencanaan 

adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan 

bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. 

            Beberapa definisi mengenai perencanaan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dalam perencanaan pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang 

dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Menurut 

Bratakusumah (2004:3) adapun unsur-unsur dimaksud meliputi: (1) Adanya 

asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti perencanaan 

hendaknya disusun dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang didukung dengan 

fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil 

perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas, (2) 

Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan 

yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam penyusunan rencana perlu 

memperhatikan berbagai alternatif/pilihan sesuai dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan, (3) Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan 

merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan, 

(4) Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan, (5) Adanya 

kebijakan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. 

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Bratakusumah, 

(2004:3) unsur-unsur perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) 
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Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan, yaitu memilih prioritas serta 

memilih cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, (2) 

Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya, yaitu optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya alam, manusia dan anggaran serta pengumpulan dan analisis data 

sumber daya yang tersedia, (3) Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai 

tujuan yang jelas (ekonomi, politik, sosial, ideologi, atau kombinasi dari 

semuanya), (4) Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, (5) 

Perencanaan merupakan kegiatan yang terus menerus (kontinyu) dan dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan sering diperlukan reformulasi perencanaan. 

Perencanaan dipahami sangat menentukan pencapaian tujuan 

pembangunan yang hendak dicapai. Katz dalam Tarigan (2004:9) misalnya, secara 

lebih rinci menggambarkan arti pentingnya perencanaan sebagai berikut: (1) 

Melalui perencanaan akan terdapat pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi 

pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan 

pembangunan, (2) Perencanaan memberikan suatu perkiraan (forecasting) 

terhadap hal–hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui sehingga 

ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin, (3) Perencanaan memberikan 

kesempatan untuk memilih berbagai altenatif tentang cara yang terbaik  (the best 

combination), (4) Perencanaan memberikan skala prioritas, yaitu memilih urutan 

dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya, (5) 
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Perencanaan/rencana melahirkan adanya suatu alat pengukur atau standar untuk 

mengadakan pengawasan/evaluasi (control/evaluation). 

Menurut Tarigan (2004:70 perencanaan memerlukan langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik 

jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk dapat 

menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi mungkin 

diperlukan kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu, baik data sekunder 

maupun data primer, (2) Tetapkan visi, misi dan tujuan umum. Visi, misi dan 

tujuan umum haruslah merupakan kesepakatan bersama sejak awal, (3) 

Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang 

diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang, (4) Proyeksikan berbagai 

variabel yang terkait, baik yang bersifat controllable (dapat dikendalikan) maupun 

non-controllable (diluar jangkauan pengendalian pihak perencana), (5) Tetapkan 

sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa 

tujuan yang dapat diukur, (6) Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk 

mencapai sasaran tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan 

keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia, (7) Memilih alternatif yang 

terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan 

dilaksanakan, (8) Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan 

dilaksanakan, (9) Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi 

berjalan seuai dengan yang diharapkan. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40759.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 40

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa dalam perencanaan 

pemekaran Desa paling tidak harus menempuh 9 (sembilan) tahapan yang harus 

dilakukan. Tahap pertama adalah membuat gambaran kondisi saat ini dan 

identifikasi persoalan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka 

panjang. Setelah membuat gambaran kondisi, ditetapkan  visi, misi dan tujuan 

umum dari perencanaan. Setelah menetapkan visi dan misi, langkah berikutnya 

mengidentifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang 

diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.  

Tahap selanjutnya adalah, membuat proyeksi berbagai variabel yang 

terkait, baik yang bersifat controllable (dapat dikendalikan) maupun non-

controllable (diluar jangkauan pengendalian pihak perencana). Setelah membuat 

proyeksi, dilanjutkan dengan menetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai 

dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur, setelah itu 

mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut 

terutama alternatif yang terbaik dan menentukan berbagai kegiatan pendukung 

yang akan dilaksanakan. Tahapan berikutnya adalah menetapkan lokasi dari 

berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan serta menyusun kebijakan dan strategi 

agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan seuai dengan yang diharapkan. 

Menurut Morrisey dalam Bratakusumah (2004:295) terdapat 3 (tiga) fase 

perencanaan yaitu: (1) Fase pemikiran strategis. Dalam fase ini dirumuskan 

komponen-komponen perencanaan dengan urutan sebagai berikut: Merumuskan 
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nilai-nilai strategis organisasi, Mengembangkan misi organisasi, Merumuskan visi 

organisasi, Mengembangkan strategi organisasi. Strategi dalam konteks ini adalah 

untuk menentukan arah yang akan ditempuh oleh organisasi, bukan cara untuk 

mencapai sesuatu. Oleh karena itu, dapat pula dimaksudkan dengan strategi umum 

yang mengandung arah kebijakan organisasi, (2) Fase jangka panjang, yang di 

dalamnya terdiri dari proses: Area strategi kunci, Analisis isu kritis, Sasaran 

jangka panjang, Rencana tindakan strategis, (3) Fase perencanaan taktis, yang 

meliputi: Area hasil kunci, Analisis isu kritis, Indikator kinerja kunci, Sasaran, 

Rencana tindakan, Peninjauan rencana. 

Pendapat Morrisey di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam  perencanaan 

pemekaran Desa paling tidak melalui 3 (tiga) fase perencanaan yaitu, fase 

pemikiran strategis yang merumuskan komponen-komponen perencanaan, fase 

jangka panjang, yang di dalamnya terdiri dari proses, area strategi kunci, analisis 

isu kritis, sasaran jangka panjang,  dan rencana tindakan strategis, serta fase 

perencanaan taktis, yang meliputi, area hasil kunci, analisis isu kritis,  indikator 

kinerja kunci, sasaran, rencana tindakan dan peninjauan rencana.  

Menurut Bratakusumah (2004:216) untuk membuat analisis alternatif dan 

penentuan prioritas agar proses perencanaan dapat berjalan dengan baik, perlu 

ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) Lihatlah hasil analisis tujuan. 

Pelajari hubungan tindakan dan hasil, kemudian tentukan beberapa alernatif 

program, (2) Masukkan program-program tersebut ke dalam matriks pemilihan 
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program kemudian nilailah dengan menggunakan kriteria antara lain: Kebutuhan 

atas sarana program (anggaran, personil, dan lain-lain), Waktu pelaksanaan 

program yang tersedia, Kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan, 

Apa saja yang sedang dikerjakan oleh pihak lain, (hindarkan tumpang tindih), 

Apakah program tersebut dapat memberikan sumbangan bagi kegiatan lain, 

Perbandingan biaya dengan keuntungan/hasil yang ditimbulkan dari program 

tersebut (cost dan benefits analysis), (3) Jumlahkan total skor untuk setiap 

program, (4) Susunlah program-program berdasarkan skala prioritasnya, (5) 

Setelah tersusun skala prioritas, masukkan ke dalam Matriks Pemilihan 

Pendekatan Program. 

Menurut Bratakusumah (2004:216) penjelasan kriteria penilaian analisis 

alternatif dan penentuan prioritas dalam perencanaan adalah sebagai berikut: (1) 

Pinsip Pembangunan. Semakin sesuai dengan prinsip pembangunan, semakin 

tinggi nilainya (kesinambungan, peningkatan, pemerataan), (2) Keterbatasan 

Sumber Daya. Semakin tersedia sumber daya yang mendukung program, semakin 

tinggi nilainya, (3) Kebijaksanaan Pemerintah.Nilai tertinggi adalah yang sesuai 

dengan kebijakan pemerintah (prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh 

pemerintah), (4) Pemanfaatan Maksimal Nilai tertinggi diberikan kepada program 

yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada (efisiensi), (4) 

Perbandingan Manfaat Semakin banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, 

semakin tinggi nilainya, (5) Pengembangan Potensi Daerah. Semakin 
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mengembangkan potensi yang ada di daerah, semakin tinggi nilainya, (6) 

Peningkatan Pendapatan. Semakin besar kemungkinannya meningkatkan 

pendapatan, semakin tinggi niainya, (7) Efektivitas Biaya. Semakin kecil biaya 

yang dibutuhkan, semakin tinggi nilainya, sementara hasil yang mungkin 

ditimbulkannya relatif tinggi, (8) Kesinambungan. Program yang mempunyai 

kemungkinan berkesinambungan, mendapatkan nilai tinggi, (9) Replikabilitas. 

Nilai tertinggi bagi program yang bisa dilaksanakan juga ditempat lain, (10) 

Kemungkinan Swadaya. Nilai tertinggi diberikan kepada program yang besar 

kemungkinannya dikerjakan secara swadaya, (11) Duplikasi. Nilai tertinggi bagi 

program yang kecil kemungkinannya tumpang tindih dengan program lain, (12) 

Hubungan Alat dan Tujuan. Semakin dekat keterkaitan program sebagai alat 

pencapaian tujuan yang hendak dicapai, semakin tinggi nilainya, (13) 

Kemampuan Biaya.Nilai tertinggi diberikan kepada program yang dapat ditunjang 

pembiayaannya oleh daerah (otonom/mandiri). 

Selanjutnya berdasarkan penilaian tersebut akan diperoleh program-

program yang dapat diprioritaskan. Matriks Pemilihan Program merupakan salah 

satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengujian secara kualitatif 

dalam rangka memunculkan program-program yang dianggap perlu dan akan 

dijadikan prioritas pada pelaksanaannya.  Apabila sudah diperoleh daftar program 

yang akan dijadikan prioritas, perlu dilakukan pengujian kedua untuk lebih 

menegaskan program mana yang akan diprioritaskan sebagai program utama dan 
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harus segera diwujudkan, dengan penilaian berdasarkan kriteria jangka waktu 

pelaksanaan, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendukungnya, dan 

dampak yang mungkin akan ditimbulkannya. 

b. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa. 

Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa merupakan 

upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, 

dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan 

efesien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, 

atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua 

Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. 

Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada, sedangkan 

Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan dua atau lebih Desa yang 

telah ada menjadi satu Desa baru. 

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul 

desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan 

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia 

penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun. Pembentukan 

Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat 
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terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pembentukan Desa bertujuan: 

meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif 

dan efesien; meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan serta 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

c. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.  

Pembentukan Desa baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam 

Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa 

sebagaimana dimaksud harus menyebutkan Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan 

nama serta jumlah Pembagian Wilayah Kerja Pemerintah Desa. Untuk 

melaksanakan pembentukan desa, Bupati membentuk panitia yang terdiri dari 

unsur Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat 

menetapkan desa persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling 

lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat tebentuknya desa, dapat dibentuk 

desa definitif. 

Pembiayaan pembentukan, pengggabungan dan penghapusan Desa serta 

perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan terhadap 

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa 

menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemberian 

pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. 
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6.  Faktor – Faktor Yang Menghambat Implementasi Pemekaran Desa 
 
a. Partisipasi Masyarakat Desa 

Pada setiap Desa, partisipasi masyarakat merupakan suatu energi dari 

dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan 

pembangunan. Dikatakan bahwa indikator keberhasilan dapat dilihat dari sejauh 

mana partisipasi masyarakat berfunggsi didalamnya. Menurut Graham dalam 

Ndraha (1987:43) menyebutkan “syarat-syarat dari partisipasi adalah: terbukaan, 

fleksibilitas, dimiliki sifat responsif, terdapat hierarki dalam birokrasi, profesional 

otonomi, retional planning, changes dan manajemen yang modern”. 

Partisipasi masyarakat bagi pemerintah sangatlah penting sekali, 

terutama dalam proses pembangunan sosial, politik dan ekonomi yang akan 

menyentuh kepentingan masyarakat. Cohen dalam Ndraha (1987:43) menilai 

partisipasi masyarakat sebagai suatu alternatif dari “revolutionary movement an 

the he green uprising” artinya, apabila  masyarakat dapat dikerahkan dan menjadi 

bagian dari proses pembangunan, maka kecil kemungkinan mereka akan 

melakukan gerakan-gerakan yang bersifat radikal dan revolusioner. 

Partisipasi masyarakat tidak semata-mata dapat diartikan sebagai 

kejadiaan dalam proses politik yang merupakan sarana dimana ideal masyarakat 

dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah, tetapi ia juga merupakan pendekatan 

dimana masyarakat turut serta dalam proses implementasi merupakan suatu arena 

dimana setiap individu dan kelompok dapat mempertahankan kepentingannya 
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masing-masing melalui pembangunan akses terhadap sumber daya yang terbatas. 

Menurut Gie (2001:20) bahwa partisipasi diartikan sebagai: “(1) Suatu aktvitas 

untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi, (2) Ikut 

serta bawahan dalam kegiatan organisasi”. 

Dari pengertian partisipasi ini menunjukan adanya aktivitas seseorang 

untuk ikut ambil bagian didalam kegiatan organisasi. Lebih lanjut Davit yang  

dikemukakan  oleh  Sastropoetro (2006:13) sebagai berikut: “Partisipasi dapat 

didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang 

didalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada 

kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap 

usaha yang bersangkutan”. Berdasarkan pengertian diatas, Sastropoetro (2006:13) 

menyatakan dalam pengertian partisipasi paling tidak terdapat tiga unsur penting 

memerlukan perhatian khusus, yaitu: (1) Bahwa partisipasi, keikutsertaan, 

keterlibatan, peran serta, pada hakikatnya merupakan   suatu   keterlibatan   

mental  dan perasaan. Lebih dari semata-mata keterlibatan secara   jasmaniah, (2) 

Kesediaan memberikan sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan 

kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa kesenangan, kesukarelaan untuk 

membantu kelompok, (3) Unsur tanggung jawab yang merupakan segi yang 

menonjol dari rasa menjadi anggota. 

Kemudian Ndraha (1987:42), menjelaskan  tentang   difinisi tersebut di 

atas, bahwa: “Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau 
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kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang 

bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan bebas) menurut kemampuan 

(swadaya) yang ada untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan 

bersama dan dalam mempertanggung jawabanya”. Dari apa yang telah 

dikemukakan tersebut, terdapat beberapa unsur yang penting dari pengertian 

partisipasi tersebut yang antara lain, keterlibatan mental, emosi dan dengan 

sendirinya fisik, kehendak sendiri atau prakasa (inisiatif) untuk mengambil bagian 

didalam usaha mencapai tujuan,  memberikan swadaya serta adanya rasa tanggung 

jawab.  

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. 

Partisipasi masyarakat bukalah sekedar pelengkap, tetapi merupakan faktor yang 

mutlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan. Bahkan  Du  Sautoy  (dalam  

Ndraha  1987:103) mengatakan bahwa: ”Partisipasi dapat dianggap sebagai tolok 

ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek 

pembangunan atau bukan”. Jika masyarakat yang bersangkutan tidak 

berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, proyek tersebut pada 

hakekatnya bukalah proyek pembangunan. 

Memperhatikan demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, maka tidaklah mengherankan bahwa menurut Ndraha, (1991:29), 

telah ditegaskan sebagai berikut: “dilain pihak partisipasi aktif dari segenap 
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lapisan masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata baik 

dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan pembangunan atau didalam menerima kembali hasil-hasil 

pembangunan”. Menurut Ndraha (1991:30), ketiga hal tersebut diatas dapat 

dirincikan lebih lanjut sebagai berikut: (1) Partisipasi dalam memikul beban 

pembangunan : beban fisik : biaya, tenaga, waktu, kehadiran, material, tanah alat 

perlengkapan, sarana penunjang yang memerlukan swadaya, beban non fisik: 

tanggapan, pendapat, sarana, pikiran, prakarsa, (2) Partisipasi dalam tanggung 

jawab  pelaksanaan  pembangunan: Pertanggung jawaban administrasi, Control 

Sosial terhadap pelaksanaan pembangunan, (3) Partisipasi dalam menerima 

kembali hasil - hasil pembangunan: Penilaian sosial tehadap hasil (manfaat) 

pembangunan, Penggunaan dan pengusahaan hasil pembangunan, 

Perawatan/pemeliharaan hasil pembangunan, Pengembangan hasil pembangunan. 

Adapun mengenai bentuk partisipasi profesional dalam pembangunan, 

Ndraha (1987:103-104) mensitir beberapa pendapat sebagai berikut: (1) 

Partisipasi  dalam/melalui kontak dengan pihak lain  sebagai  salah satu  titik awal 

perubahan sosial, (2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi 

tanggapan terhadap  informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi,      

melaksanakan),  menggiatkan,   menerima   dengan   syarat,  maupun dalam  arti  

menolaknya, (3) Partisipasi dalam perencanaan   pembangunan,  termasuk 

pengembilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat  dalam 
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perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin didalam masyarakat.   Partisipasi   

ini disebut  juga partisipasi  dalam pengambilan keputusan,  termasuk keputusan    

politik yang menyangkut nasib  mereka dan partisipasi yang bersifat teknis, (4) 

Partisipasi  dalam  pelaksanaan  operasional  pembangunan, (5) Pertisipasi dalam 

menerima, memelihara dan  mengembangkan hasil  pembangunan, (6) Partisipasi    

dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat  dalam  menilai sejauh 

mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dengan memperhatikan uraian di atas, terlihatlah gambaran ruang 

lingkup partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dimana partisipasi 

diharapkan meliputi tiga hal yaitu sebagai berikut: (1) dalam memikul beban 

pembangunan, (2) dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan 

pembangunan serta (3) dalam menerima hasil-hasil pembangunan. Sedangkan 

bentuk partisipasi profesional dalam pembangunan adalah Partisipasi dalam 

perencanaan   pembangunan,  termasuk pengembilan  keputusan (penetapan 

rencana). Perasaan terlibat  dalam perencanaan     perlu ditumbuhkan sedini 

mungkin didalam masyarakat.   Partisipasi ini disebut  juga partisipasi  dalam 

pengambilan keputusan, termasuk  keputusan politik yang menyangkut nasib  

mereka   dan partisipasi yang bersifat teknis 
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b. Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa 

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten 

Sintang Tahun 2006 – 2010 telah digariskan salah satu program penyiapan sumber 

daya aparatur Pemerintahan Desa adalah Program Peningkatan Kapasitas 

Pemerintah Desa. Adapun arah kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

peningkatan kapasitas Pemerintah Desa adalah: (1) Melakukan penyempurnaan 

mekanisme penilaian kinerja kelembagaan dan aparatur desa, (2) Meningkatkan 

kualitas aparatur Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan; (3) 

Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat 

pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan yang ada, (4) Memperkuat 

kelembagaan Pemerintahan Desa dan Meningkatkan keahlian serta kesejahteraan 

aparaturnya; (5) Penyiapan dukungan sarana dan prasarana kerja aparatur Desa 

guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam organisasi Pemerintah Desa para Perangkat Desa memiliki fungsi 

yang berkaitan dengan bidang kerja yang sama dan merupakan suatu kesatuan/ 

unit kerja. Efisiensi arus kerja tergantung dari keberhasilan memadukan kesatuan-

kesatuan kerja/ unit-unit kerja yang terencana dalam suatu organisasi. Begitupula 

dengan organisasi Pemerintah Desa. 

Pengembangan sumber daya Perangkat Desa adalah merupakan upaya 

untuk meningkatkan kemampuan kerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara 
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efektif dan efisien, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan dimasa 

depan. Untuk mencapai harapan yang demikian, maka pada saat ini dan nantinya 

dibutuhkan sumber daya Perangkat Desa yang dinamis, proaktif, memiliki visi, 

inovatif, korektif, sadar teknologi dan peka terhadap perubahan dan tuntutan. 

Pengembangan sumber daya Perangkat Desa sangat penting, untuk menghadapi 

tuntutan tugas sekarang maupun untuk menjawab tantangan masa depan.  

Pembinaan, penyempurnaa dan pendayagunaan Perangkat Desa perlu 

dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan, 

pengabdian, disiplin dan keteladanannya. Sadar akan peranan dan kedudukan 

Perangkat Desa yang strategis tersebut,  maka upaya peningkatan kemampuan 

sumber daya Perangkat Desa harus selalu mengacu kepada perwujudan-

perwujudan tujuan pembangunan  di Desa yang akan menentukan masa depan 

daerah tersebut. Pada persoalan  ini, yang menjadi instrumen penting dalam 

peningkatan kualitas Perangkat Desa adalah melalui pendidikan dan pelatihan.   

Meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut kemampuan 

bekerja, berpikir dan keterampilan, maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah 

yang paling diperlukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan 

pelatihan bagi Perangkat Desa merupakan unsur yang terpenting dalam 

pengembangan sumber daya manusia, guna meningkatkan kemampuan kerja 

Perangkat Desa dan selanjutnya meningkatkan produktivitas organisasi. 
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c. Asset Dan Kekayaan Desa 
 

Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa. 

Barang desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB 

Desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan kekayaan desa dapat 

berasal dari: Pengadaan/pembelian yang bersumber dari APBDes yang sudah 

ditetapkan serta Sumbangan, bantuan atau pemberian dari pihak luar yang berasal 

dari Pemerintah maupun pihak swasta yang tidak bersifat mengikat. 

Kekayaan Desa terdiri atas : Tanah Kas Desa; Pasar Desa; Bangunan milik 

Desa; Obyek Rekreasi; Lapangan Desa; Sumber Mata Air; Lain-lain Kekayaan 

Desa. Pengembangan terhadap sumber-sumber kekayaan Desa dilakukan oleh 

Pemerintah Desa dan/atau dengan dukungan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah. Pengembangan Kekayaan desa sebagaimana dimaksud 

dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun mengadakan kerjasama 

dengan pihak lain. 

Instansi atau pihak lain yang menggunakan atau meminjam tanah kas desa, 

wajib memberikan kontribusi kepada desa yang bersangkutan yang besarannya 

ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dilarang 

dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan Peraturan Desa. 

Pemanfaatan tanah kas desa selain digunakan untuk pertanian harus mendapatkan 

ijin dari Bupati. 
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Data kekayaan desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan desa yang 

selanjutnya dituangkan dalam Neraca Desa. Peralihan fungsi kekayaan desa dapat 

dilakukan dan dituangkan dalam Peraturan Desa. Tanah kas desa yang dialihkan 

kepada pihak lain atau diperlukan untuk proyek harus mendapatkan ganti berupa 

tanah yang senilai atau lebih dengan tanah kas desa yang dialihkan dengan 

mempertimbangkan kepentingan dan kemajuan pembangunan masyarakat desa 

setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

 
B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Implementasi 
Pemekaran Desa 

Tujuan Pemekaran Desa: 
meningkatkan kemampuan penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang lebih efektif dan efesien; 
meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan 
serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat 

Proses Pemekaran Desa 
1. Maksud, Tujuan Dan 

Syarat-Syarat 
Pembentukan Desa 

2. Tata Cara 
Pembentukan Dan 
Batas Wilayah Desa 

3. Pembentukan 
Organisasi Pemerintah 
Desa 

 Faktor Penghambat 
Pemekaran Desa 

1. Partisipasi Masyarakat 
Desa 

2. Sumber Daya Aparatur 
Pemerintahan Desa 

3. Asset Dan Kekayaan 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 

pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan 

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa 

secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan 

Desa yang lebih efektif dan efesien. 

 
C. Defenisi Operasional 

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa; 

3. Badan Permusyawaratan Desa, adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

4. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan 

dengan Peraturan Desa; 
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5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa 

yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau 

lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada 

6. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada;  

7. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan dua atau lebih Desa 

yang telah ada menjadi satu Desa baru; 

8. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan merubah status 

desa menjadi kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

9. Maksud, Tujuan Dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa adalah maksud, 

tujuan dan syarat –syarat kelengkapan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – 

undangan yang berlaku.  

10. Tata Cara Pembentukan Dan Batas Wilayah Desa adalah prosedur 

pembentukan desa dan penetapan batas desa berkaitan dengan 

terbentuknya desa baru sebagai hasil pemekaran desa 

11. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa adalah penetapan organisasi 

pemerintah desa berkaitan dengan terbentuknya desa baru sebagai hasil 

pemekaran desa 

12. Partisipasi Masyarakat Desa adalah keterlibatan masyarakat dalam proses 

pemekaran desa 
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13. Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan 

perangkat – perangkat Desa serta pimpinan dan anggota BPD berkaitan 

dengan terbentuknya desa baru sebagai hasil pemekaran desa 

14. Asset Dan Kekayaan Desa adalah asset dan kekayaan desa berkaitan 

dengan terbentuknya desa baru sebagai hasil pemekaran desa 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dilihat dari substansinya, penelitian Implementasi Kebijakan Pemekaran 

Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu ini pada dasarnya adalah 

menggunakan desain jenis penelitian deskriptif. Desain penelitian di pilih dengan 

mempertimbangkan keserasian dengan objek yang di teliti. Penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang hendak melakukan penilaian tentang sesuatu hal 

dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematik, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungannya antar fakta. Berdasarkan pendapat 

tersebut, diketahui bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara 

sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai sasaran atau mengenai 

bidang tertentu, serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang nyata.  

B. Subjek Penelitian 

Subjek atau sasaran penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan 

sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi subjek 

penelitian hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi dan data yang 

berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, subjek penelitian 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Kepala Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

selaku Ketua Tim Pemekaran Desa di Kabupaten Sintang 

2. Camat Kayan Hulu. 

3. Kepala Desa Nanga Tebidah 

4. Ketua BPD Nanga Tebidah 

5. Ketua Panitia Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

6. Perangkat Desa Nanga Tebidah sebanyak 4 orang. 

7. Masyarakat di Desa Nanga Tebidah sebanyak 5 orang. 

Penetapan subjek penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa para 

pihak tersebut di atas, adalah mereka yang menguasai dan mengetahui 

permasalahan yang berkaitan dengan aspek – aspek yang diteliti. Selain itu, 

bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung 

pelaksanaan penelitian ini.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan subjek penelitian. Menurut Arikunto 

(1998:243) “wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
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penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan alat yang 

dinamakan interview guide atau panduan wawancara”.  

2. Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan 

mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-buku dan 

laporan-laporan tertulis yang ada serta berkaitan erat dengan permasalahan 

yang diteliti. 

D. Alat Pengumpul Data 

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka alat pengumpulan data 

yang dipergunakan adalah : 

1. Panduan Wawancara. Berupa susunan pertanyaan yang langsung dinyatakan 

kepada informan, yakni dalam bentuk pertanyaan terbuka yang di cantumkan 

dalam media, hal ini menjadi pedoman peneliti dalam melakukan wawancara. 

2. Dokumen, yaitu dokumen-dokumen tertulis seperti undang-undang, peraturan-

peraturan, dan sebagainya yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian. 

E. Analisis Data 

Sesuai  dengan  jenis  penelitian ini, yaitu  deskritif,  maka pengolahan dan 

analisa data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif. Menurut Azwar 

(1998:5) “analisis kualitatif artinya suatu teknik analisis yang lebih menekankan 

analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika 

hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah”. 

Data yang telah diambil atau dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi, 
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kemudian diklasifikasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian yaitu mengenai 

pemekaran desa di Kecamatan Kayan Hulu. Setelah itu, setiap data akan diberikan 

penjelasan dan tahap terakhir atau bersamaan dengan uraian data akan dilakukan 

analisis dengan memberikan diskripsi mengenai implementasi kebijakan 

pemekaran desa di wilayah Kecamatan Kayan Hulu 

Menurut Bogdan dan Biglen ( 1982 ),analisis data adalah proses mencari 

dan mengatur secara sistimatis transkrip interview,catatan dilapangan dan bahan-

bahan lain yang Anda dapatkan,yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman Anda (terhadap satu fenomena ) dan membantu Anda 

untuk mempresentasikan penemuan Anda kepada orang lain 

Sementara itu menurut Prasetyo Irawan  (2005 : 5.23-5.29), proses analisis 

data atau beberapa langkah praktis pada waktu melakukan analisis data penelitian 

Kualitatif,yaitu : 

1.Tahap pengumpulan data mentah,yaitu melalui wawancara,observasi 

lapangan,kajian pustaka,alat-alat yang digunakan,seperti tape 

recorder,kamera,dan lain-lain. Pada tahap kegiatan pengumpulan data mentah 

ini hanyalah mencatat data apa adanya ( Verbatin ). 

2. Tahap transkrip data,yaitu mengubah catatan kebentuk tertulis (apakah itu 

berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan ) dan mengetiknya persis 

seperti apa adanya. 
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3. Tahap pembuatan koding,yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah 

ditranskrip,serta mengambil kata kunci,yang selanjutnya kata kunci tersebut 

akan diberi kode. 

4. Tahap katagorisasi data ,yaitu menyederhanakan data dengan cara mengikat 

konsep-konsep (kata-kata ) kunci dalam suatu besaran yang dinamakan 

“Kategori”. 

5. Tahap penyimpulan sementara,yaitu tahapan mengambil kesimpulan,meskipun 

bersifat sementara dan kesimpulan tersebut 100 % harus berdasarkan data,pada 

bagian akhir kesimpulan sementara inilah yang disebut Observers Comments 

(OC). Observers Commens adalah pendapat atau reaksi terhadap data lapangan. 

6. Tahap triangulasi,yaitu proses check and recheck antara satu sumber data 

dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa 

terjadi  

Pertama ,satu sumber cocok (senada,koheren) dengan sumber lain. 

Kedua,satu sumber data berbeda dari sumber lain,tetapi tidak harus berarti 

bertentangan. 

Ketiga, satu sumber 180 derajat bertolak belakang dengan sumber lain. 

7.Tahap penyimpulan Akhir ,yaitu suatu pernyataan umum dan logis yang ditarik 

dari beberapa kasus dan menunjukan pola yang menggambarkan cirri-ciri 

kasus-kasus tersebut. Kesimpulan juga dapat ditarik dengan cara 
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sebaliknya,yaitu suatu pernyataan umum dan logis yang telah teruji kebenaran 

atau ketidak benarannya melalui bukti-bukti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
A. Simpulan 

1. Proses pemekaran Desa Nanga Tebidah pada umumnya sudah mengacu 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 

Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa. Maksud, Tujuan 

Dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa sebagian besar sudah dilengkapi 

pada saat proses pengusulan pemekaran Desa. Sebagaimana Keputusan 

Tim Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah Nomor : 01 Tahun 2007 

Tentang Persetujuan Usulan Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah Tim 

Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah yang menetapkan Calon Kepala 

Dusun Hasil Pemekaran Dusun/Desa Nanga Tebidah tidak sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 

11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan 

Desa.  

2. Faktor-faktor yang menghambat pemekaran Desa antara lain masih 

rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi dimaksud seperti dalam 

pengambilan keputusan ,partisipasi dalam pelaksanaan,serta partisipasi 

dalam evaluasi hasil pemekaran desa belumlah begitu memadai,begitu juga 

keterlibatan masyarat secara tidak langsung seperti dalam bentuk 
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sumbangan material dan uang atau dalam bentuk informasi masih sangat 

terbatas. Faktor penghambat lain adalah Kondisi Sumber daya Aparatur 

Pemerintahan Desa Nanga Tebidah yang rata-rata pendidikan formalnya 

SMP masih belum memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing. Begitu juga tentang asset dan kekayaan desa 

masih sangat terbatas dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Kondisi sumber daya aparatur pemerintahan Desa Nanga Tebidah yang 

rata-rata tingkat pendidikan formalnya SMP  masih belum memadai dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.   

B. Saran-Saran 

1. Dalam proses Pemekaran Desa disarankan perlu dilakukan kajian dan 

analisis secara komprehensip dari berbagai aspek ,sehingga hasilnya 

berguna dalam pengambilan keputusan. Serta diharapkan dapat sesuai 

dengan tujuan pemekaran desa. Pembagian wilayah pemekaran , perlu 

dihindari dampak yang bisa menimbulkan disparitas antar desa  hasil 

pemekaran desa.  

2. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan diharapkan 

dapat lebih dioptimalkan, sehingga aspirasi pemekaran Desa betul-betul 

merupakan cerminan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan bukan 

hanya kepentingan orang-orang tertentu saja. Sumber Daya Manusia 

perangkat Desa khususnya di Desa Pemekaran diharapkan dapat lebih 
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ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara kontinyu, 

peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan,meningkatkan keserasian 

perkembangan antar desa dan antar sector ,memperkuat rasa nasionalis 

serta dapat meningkatkan kwalitas hidup masyarakat secara umum..  
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
 

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 
Kecamatan Kayan Hulu.  
A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa. 
1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu? 
2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan 

Kayan Hulu? 
3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa. 
1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa? 
C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.  
1. Bagaimakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa 

Pemekaran? 
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi 

pemerintah Desa di Desa Pemekaran? 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
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II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran 
Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu...     
AAA...    Partisipasi masyarakat Desa   
1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa 

di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa 

di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa 
1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran 
Desa? 

C. Asset dan kekayaan Desa 
1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
 

Nama Mahasiswa : DERHAMSYAH 
NIM : 015978262 
Judul : IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN 

DESA DI KABUPATEN SINTANG (Studi Kasus Di 
Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu) 

Nama Yang 
Diwawancara 

: Abdul Syufriadi,SH.M.Si 

Jabatan : Camat Kayan Hulu 
Waktu wawancara : Juni 2011 

 
 

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 
Kecamatan Kayan Hulu.  
A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa. 
1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu? 
Jawab: 
Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan 

Kayan Hulu? 
Jawab: 
Merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara 
terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa 
yang lebih efektif dan efesien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
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Guna mendukung pencapaian tujuan pemekaran Desa tersebut, tentunya 
diperlukan sosialisasi. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemekaran Desa di Kecamatan 
Kayan Hulu. Oleh karena itu, tahap awal langkah-langkah pelaksanaan 
pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu adalah mensosialisasikan dan 
memberikan penyuluhan mengenai kebijakan pelaksanaan pemekaran Desa 
kepada seluruh lapisan masyarakat. 
4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Berkenaan dengan wilayah cakupan desa, nama desa yang akan dibentuk dan 
sebagainya. 
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia dan sebagainya. 
6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat, dan warga 
B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa. 
1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa 
dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa harus 
memenuhi syarat : jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; 
perangkat; dan sarana dan prasarana Pemerintahan 
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah 
Kerja Pemerintah Desa 
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3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di 
Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 

Jawab: 
Melengkapi persyaratan Administrasi 
4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Idealnya seluruh komponen yang ada di desa 
5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa? 
Jawab: 
Secara musyawarah dan mufakat antar desa yang berbatasan langsung 
C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.  
1. Bagaimakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa 

Pemekaran? 
Jawab: 
Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan dengan 
ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi 
syarat-syarat tebentuknya desa 
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi 

pemerintah Desa di Desa Pemekaran? 
Jawab: 
Struktur, personil, sarana dan prasarana 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Penetapan perda tentang pemekaran Desa 
4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, desa dan DPRD Kabupaten Sintang 
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II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran 
Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu...     
AAA...    Partisipasi masyarakat Desa   

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa 
di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 

Jawab: 
Pada umumnya kurang aktif 
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pada umumnya kurang aktif 
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pada umumnya kurang terlibat 
4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa 

di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Sumbang saran dan pemikiran 
5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
Jawab: 
Sangat berpengaruh 

B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa 
1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Masih belum memadai 
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2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga 
Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran 
Desa? 

Jawab: 
Sangat berpengaruh 

C. Asset dan kekayaan Desa 
1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Masih belum tersedia dengan baik 
2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
Jawab: 
Cukup berpengaruh 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
 

Nama Mahasiswa : DERHAMSYAH 
NIM : 015978262 
Judul : IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN 

DESA DI KABUPATEN SINTANG (Studi Kasus Di 
Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu) 

Nama Yang 
Diwawancara 

: Efendi 

Jabatan : Kepala Desa Nanga Tebidah 
Waktu wawancara : Juni 2011 

 
 

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 
Kecamatan Kayan Hulu.  
A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa. 
1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu? 
Jawab: 
Pemekaran Desa Nanga Tebidah kami maksudkan untuk meningkatkan 
pelayanan publik di Desa Nanga Tebidah 
2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan 

Kayan Hulu? 
Jawab: 
Dengan adanya pemekaran Desa Nanga Tebidah diharapkan dapat mempercepat 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa di Desa Nanga Tebidah. 
3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Perencanaan dilakukan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan 
dengan persyaratan pemekaran Desa Nanga Tebidah. 
4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
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Berkenaan dengan wilayah cakupan desa, nama desa yang akan dibentuk dan 
sebagainya. 
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia dan sebagainya. 
6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat, dan warga 

B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa. 
1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pengusulan dilakukan oleh warga kepada pemerintah Desa dan BPD. 
Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Camat.  
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah 
Kerja Pemerintah Desa 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Menyiapkan seluruh administrasi yang berkenaan dengan pemekaran Desa 
4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pemerintah Desa, BPD dan warga masyarakat 
5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa? 
Jawab: 
Secara musyawarah dan mufakat antar desa yang berbatasan langsung 
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C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.  
1. Bagaimakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa 

Pemekaran? 
Jawab: 
Pembentukannya difasilitasi oleh Bapak Camat Kayan Hulu 
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi 

pemerintah Desa di Desa Pemekaran? 
Jawab: 
Struktur, personil, sarana dan prasarana 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Penetapan Perda Pemekaran Desa di lakukan di tingkat Kabupaten 
4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, desa dan DPRD Kabupaten Sintang 
 

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran 
Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu...     
AAA...    Partisipasi masyarakat Desa   

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa 
di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 

Jawab: 
Cukup aktif 
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Cukup aktif 
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
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Jawab: 
Pada umumnya kurang terlibat 
4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa 

di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Sumbang saran dan pemikiran 
5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
Jawab: 
Sangat berpengaruh 

B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa 
1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Cukup memadai 
2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran 
Desa? 

Jawab: 
Sangat berpengaruh 
C. Asset dan kekayaan Desa 
1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Masih belum tersedia dengan baik 
2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
Jawab: 
Cukup berpengaruh 
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Nama Mahasiswa : DERHAMSYAH 
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Judul : IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN 
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Nama Yang 
Diwawancara 
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Jabatan : Masyarakat di Desa Nanga Tebidah 
Waktu wawancara : Juni 2011 

 
 

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 
Kecamatan Kayan Hulu.  
A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa. 
1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu? 
Jawab: 
Peningkatan pelayanan publik di Desa Nanga Tebidah, karena selama ini 
pelayanan yang diberikan pemerintah desa belum maksimal 
2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan 

Kayan Hulu? 
Jawab: 
Dengan adanya pemekaran Desa Nanga Tebidah diharapkan dapat mempercepat 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa di Desa Nanga Tebidah. 
3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Kurang mengetahui. 
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4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di 
Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 

Jawab: 
Kurang mengetahui. 
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia dan sebagainya. Kegiatan 
sosialisasi baru dapat dilakukan pada pusat-pusat Desa belum dapat menjangkau 
seluruh dusun yang ada di wilayah Desa bersangkutan 
6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Hanya Kepala Desa dan Ketua BPD saja 

B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa. 
1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pengusulan dilakukan oleh warga kepada pemerintah Desa dan BPD. 
Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Camat.  
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah 
Kerja Pemerintah Desa 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Kurang mengetahui 
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4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga 
Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 

Jawab: 
Hanya Pemerintah Desa dan BPD saja 
5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa? 
Jawab: 
Secara musyawarah dan mufakat antar desa yang berbatasan langsung 

C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.  
1. Bagaimakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa 

Pemekaran? 
Jawab: 
Pembentukannya difasilitasi oleh Bapak Camat Kayan Hulu 
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi 

pemerintah Desa di Desa Pemekaran? 
Jawab: 
Struktur, personil, sarana dan prasarana 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Penetapan Perda Pemekaran Desa di lakukan di tingkat Kabupaten 
4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, desa dan DPRD Kabupaten Sintang 
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II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran 
Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu...     
AAA...    Partisipasi masyarakat Desa   

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa 
di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 

Jawab: 
Kurang aktif 
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Kurang aktif 
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pada umumnya kurang terlibat 
4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa 

di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Sumbang saran dan pemikiran 
5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
Jawab: 
Sangat berpengaruh 

B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa 
1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Kurang memadai 
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2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga 
Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran 
Desa? 

Jawab: 
Sangat berpengaruh 

C. Asset dan kekayaan Desa 
1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Masih belum tersedia dengan baik 
2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
Jawab: 
Cukup berpengaruh 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
 

Nama Mahasiswa : DERHAMSYAH 
NIM : 015978262 
Judul : IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN 

DESA DI KABUPATEN SINTANG (Studi Kasus Di 
Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu) 

Nama Yang 
Diwawancara 

: Marduan 

Jabatan : Ketua BPD Nanga Tebidah 
Waktu wawancara : Juni 2011 

 
 

I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 
Kecamatan Kayan Hulu.  
A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa. 
1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu? 
Jawab: 
Peningkatan pelayanan publik di Desa Nanga Tebidah, karena selama ini 
pelayanan yang diberikan pemerintah desa belum maksimal 
2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan 

Kayan Hulu? 
Jawab: 
Dengan adanya pemekaran Desa Nanga Tebidah diharapkan dapat mempercepat 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa di Desa Nanga Tebidah. 
3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nanga Tebidah Tentang Pembahasan 
Pembentukan Desa Landau Bara dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 01 
Tahun 2007. Dalam Berita Acara dimaksud dijelaskan bahwa pada hari Senin 
Tanggal 3 September 2007, bertempat di Desa Nanga Tebidah telah 
dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nanga Tebidah yang dihadiri 
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juga oleh Kepala Desa beserta Undangan lainnya yang membahas tentang 
usulan Masyarakat yang menghendaki adanya Pembentukan Desa Landau Bara. 
Hasil Rapat telah disepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut : (1) 
Menyetujui Pembentukan Desa Landau Bara, (2) Menyetujui Wilayah Desa 
Landau Bara meliputi wilayah:  Dusun Temekal Sura, Dusun Landau Bara, 
Dusun Batu Buil. Desa Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Nanga 
Tebidah. 
4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Persyaratan yang diperlukan. 
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia dan sebagainya.  
6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Seluruh unsur di Desa Nanga Tebidah 

B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa. 
1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pengusulan dilakukan oleh warga kepada pemerintah Desa dan BPD. 
Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Camat.  
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah 
Kerja Pemerintah Desa 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
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diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nanga Tebidah Nomor 03 
Tahun 2007 Tentang Persetujuan Usulan Pembentukan Desa Landau Bara. 
Dalam Keputusan tersebut dengan memperhatikan Surat Pj. Kepala Desa Nanga 
Tebidah Nomor 04 Tahun 2007 Tanggal 02 September 2007 Tentang 
Pembentukan Tim Pemekaran Desa Nanga Tebidah 
4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Seluruh unsur di Desa Nanga Tebidah 
5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa? 
Jawab: 
Secara musyawarah dan mufakat antar desa yang berbatasan langsung 

C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.  
1. Bagaimakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa 

Pemekaran? 
Jawab: 
Pembentukannya difasilitasi oleh Bapak Camat Kayan Hulu 
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi 

pemerintah Desa di Desa Pemekaran? 
Jawab: 
Struktur, personil, sarana dan prasarana 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Menyetujui usulan pembentukkan Desa NANGA TEBIDAH dari 1 (satu) 
menjadi 2 (dua) Desa, yaitu : Desa Nanga Tebidah (Desa Lama) Didukung Oleh 
2 (Dua) Dusun, 197, Kk, 911 Jiwa, Dan Desa Landau Bara (Desa Pemekaran) 
Didukung Oleh 3 (Tiga) Dusun, 248 Kk, 1.126 Jiwa., (2) 
Mencalonkan/Mengesyahkan Calon Kepala Desa Hasil Pemekaran 
4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, desa dan DPRD Kabupaten Sintang 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40759.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



 
 

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran 
Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu...     
AAA...    Partisipasi masyarakat Desa   

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa 
di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 

Jawab: 
Kurang aktif 
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Kurang aktif 
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pada umumnya kurang terlibat 
4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa 

di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Sumbang saran dan pemikiran 
5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
Jawab: 
Sangat berpengaruh 
B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa 
1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Cukup memadai 
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2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran 
Desa? 

Jawab: 
Sangat berpengaruh 
C. Asset dan kekayaan Desa 
1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Masih belum tersedia dengan baik 
2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
Jawab: 
Cukup berpengaruh 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 
 

Nama Mahasiswa : DERHAMSYAH 
NIM : 015978262 
Judul : IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN 

DESA DI KABUPATEN SINTANG (Studi Kasus Di 
Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu) 

Nama Yang 
Diwawancara 

: Hotler Panjaitan, S.Sos, M.Si 

Jabatan : Kepala Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang 

Waktu wawancara : September 2011 
 

 
I. Proses Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu.  
A. Maksud, Tujuan dan Syarat-Syarat Pembentukan Desa. 
1. Apakah maksud dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu? 
Jawab: 
Untuk menata kembali pemerintahan Desa di Kabupaten Sintang 
2. Apa yang menjadi tujuan dimekarkannya Desa Nanga Tebidah Kecamatan 

Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pemekaran desa di Kabupaten Sintang umumnya dan di Desa Nanga Tebidah 
khususnya adalah untuk (1) Meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yang lebih efektif dan efesien; (2) Meningkatkan daya guna 
dan hasil guna pembangunan serta (3) Meningkatkan Pelayanan terhadap 
Masyarakat 
3. Bagaimakah tata cara perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Perencanaan pemekaran Desa harus dimulai dari adanya aspirasi masyarakat 
untuk memekarkan desa. 
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4. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam perencanaan pemekaran Desa di 
Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 

Jawab: 
Berkenaan dengan wilayah cakupan desa, nama desa yang akan dibentuk dan 
sebagainya. 
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia dan sebagainya. 
6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat, dan warga 
B. Tata Cara Pembentukan dan Batas Wilayah Desa. 
1. Bagaimakah tata cara pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Adanya Prakarsa Masyarakat disampaikan kepada Kepala Desa dan atau BPD 
yang selanjutnya dibahas dalam Rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan 
ataupun penolakan berdasarkan pertimbangan tertentu. BPD dapat memberikan 
persetujuan atas prakarsa Masyarakat dengan pertimbangan Desa yang akan 
dibentuk atas prakarsa Masyarakat tersebut telah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. BPD dapat memberikan penolakan atas prakarsa Masyarakat dengan 
Pertimbangan Desa yang akan dibentuk atas prakarsa Masyarakat tersebut tidak 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila dalam Rapat pembahasan 
BPD memberikan persetujuan atas prakarsa tersebut, selanjutnya Kepala Desa 
menyampaikan usul Pembentukan Desa baru kepada Bupati melalui Camat 
dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan 
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Nama, luas Wilayah, Batas Desa dan nama serta jumlah Pembagian Wilayah 
Kerja Pemerintah Desa 
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3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pengusulan pemekaran Desa di 
Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 

Jawab: 
Melengkapi persyaratan Administrasi 
4. Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Idealnya seluruh komponen yang ada di desa 
5. Bagaimanakah penyelesaian masalah batas wilayah Desa? 
Jawab: 
Secara musyawarah dan mufakat antar desa yang berbatasan langsung 
C. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa.  
1. Bagaimakah tata cara pembentukan organisasi pemerintah Desa di Desa 

Pemekaran? 
Jawab: 
Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan dengan 
ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi 
syarat-syarat tebentuknya desa 
2. Aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam pembentukan organisasi 

pemerintah Desa di Desa Pemekaran? 
Jawab: 
Struktur, personil, sarana dan prasarana 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penetapan pemekaran Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Penetapan perda tentang pemekaran Desa 
4. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan pemekaran Desa di Desa Nanga 

Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, desa dan DPRD Kabupaten Sintang 
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II. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemekaran 
Desa di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu...     
AAA...    Partisipasi masyarakat Desa   

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa 
di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 

Jawab: 
Pada umumnya kurang aktif 
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengusulan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pada umumnya kurang aktif 
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan pemekaran Desa di 

Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Pada umumnya kurang terlibat 
4. Dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Desa 

di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Sumbang saran dan pemikiran 
5. Apakah partisipasi masyarakat di Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan 

Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
Jawab: 
Sangat berpengaruh 

B. Sumber daya aparatur pemerintahan Desa 
1. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa 

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Masih belum memadai 
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2. Apakah kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa di Desa Nanga 
Tebidah Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran 
Desa? 

Jawab: 
Sangat berpengaruh 

C. Asset dan kekayaan Desa 
1. Bagaimanakah kondisi asset dan kekayaan Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu? 
Jawab: 
Masih belum tersedia dengan baik 
2. Apakah kondisi asset dan kekayaan Desa Desa di Desa Nanga Tebidah 

Kecamatan Kayan Hulu berpengaruh terhadap proses pemekaran Desa? 
Jawab: 
Cukup berpengaruh 
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